
BUPATI GUNUNG MAS 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS 
NOMOR 20 TAHUN 2021 

TENTANG 

I SALINAN I 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNG MAS, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah tahun berjalan menunjukkan 
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan 
maka dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a di atas maka Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas 
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Ka bupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten 
Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 
Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 
6485); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 202 1 Nomor 32; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Men engah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Janeka* 
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dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

15. Peratura.n Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem fnformasi Pemerintahan Daerab (Betita 
Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan NomenkJatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republilc Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Repubiik -indonesia Tamm 2020 Nomor 288j; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 
Tahun 2005 tent:ang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalirnantan Tengah Tahun 
2-33-5 Nomor 16j, 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang 
menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 
Nvmor-93}; 

20. Peratu.ran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-
2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 
2010 Nomcr 118}; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-
2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 
?O 1 0 No~or 1 1 7}; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-
2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 
20J9 Nomor 274}; dao 

23. Peraturan Bupat:i Gunung Mas Nomor 21 Tahun 2020 
tentang Rencana Kerja Pe:merintah Daerah Kabupaten 
Gunung Mas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten 
Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 521). 

Menetapkan PERATORAII BUPATI TENTANG PERUBAIIAN RENCAIIA 
KERJA PEMERIIITAH DAERAB KABUPATEN G0NO:NG 
MAS TABUil 2021. 
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BABI 
KETElfTUAII UMUM 

Pasa.11 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat 
yang mempunyai batas-batas wilayab yang berwenang mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 
Negara Kesatuan RepubJik Jndone..'iia. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daera.h. 

3. Bupati adalab Bupati Gunung Mas. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga peiwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian 
Pengembangan Kabupaten Gunung Mas. 

6. Kepala Badan adalab Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas. 

7. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut 
Perubahan RKPD adalah Perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 
2021. 

BABU 
PERUBAHAII RENCANA KERJA PEMERIIITAH DAERAB (RKPD) 

Pasal 2 

Perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 adalah Perubahan 
RKPD yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahuo 
berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan 
keadaan sehingga perlu dilakukan Perubahan RKPD. 

Pasal 3 

Kedudukan Perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 
sebagaimana dimaksud pada Pasal I menjadi 1andasan penyusunan 
perubahan KUA dan PPAS Tahun 2021 dalam rangka penyusunan rancangao 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten 
Gunung Mas Tahun 2021. 

Pasal 4 

Perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 disusun dengan 
sistematika sebagai berikut: 
Bab l Pendahuluan; 
Bab Il Evaluasi Hasil Triwulan IT Tahun Berkenaan; 
Bab lil Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; 
Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; 
Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; 
Bab VI Penutup. 

1 
I 



-5-

BABW 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 5 

lsi beserta uraian Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasa16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas. 

Diundangkan di Kuala Kurun 
pada tanggal, 28 Juli 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN GUNUNG MAS, 

TTD 

YANSITERSON 

Ditetapkan di Kuala Kurun 
pada tanggal, 28 Juli 2021 

BUPATI GUNUNG MAS, 

TTD 

JAYA SAMAYA MONONG 

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR 562 

Salinan sesuai dengan asli nya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

.1.a111o~._,,....,ITO, SH 
NIP. 1970 617 200501 1 007 


